ABSTRAK

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan Rumah tangga ialah bagian paling sederhana pada kehidupan sosial yang tercipta sebab terdapatnya hubungan pernikahan yang meliputi suami, istri, serta buah hati.

Penelantaran rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Pasal 9 Ayat (1) “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karenapersetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawat, atau pemeliharan kepada orang tersebut.”.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue. approach).

Berdasarkan posisi kasus dan putusan nomor 179/Pid.Sus/2021/Pn.Tbt terdapat pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang telah diadili oleh Majelis Hakim yakni Pasal 49 huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Penerapan Pasal 49 huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada kasus penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang merupakan delik aduan, dalam hal ini hakim menerapkan unsur-unsur Pasal 49 huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam perkara nomor 179/Pid.Sus/2021/Pn.Tbt berupa pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis.
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ABSTRACT

Article 2 paragraph (1) of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic
Violence states that a houschold is the simplest part of social life that is created
because of the existence of a marriage relationship that includes a hushand, wife,
and children. Household neglect according 1o Law No. 23 of 2004 on the
Elimination of Domestic Violence according to Article 9 Paragraph (1) “Everyone
is prohibited from neglecting people within the scope of their houschold, even
though according 1o the law that applies to them or because of an agreement or
contract they are obliged to provide life, care, or maintenance to that person.” This
research was descriptive analytical, namely describing the applicable laws and
regulations in relation to legal theories and practices of implementing positive law
concerning the problems that have been formulated. The approach method in this
research was the siatutory regulatory approach. Based on the position of the case
and decision number 179/Pid.Sus/2021/Pn.Ti, there are legal regulations against
perpetrators of criminal acts of neglect in the household that have been tried by the
Panel of Judges, namely Article 49 letter a of Law Number 23 of 2004 concerning
the Elimination of Domestic Violence and Law Number 8 of 1981 concerning
Criminal Procedure Law and other relevant laws and regulations. Application of
Article 49 letter a of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic
Violence in cases of domestic neglect committed by the defendant agains the victim
which is a complaint offense, in this case the judge applies the elements of Article
49 letter a of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence,
as wel{aythe Judge's Considerations in sentencing the perpetrator of the crime of

wily in case number 179/Pid.Sus/2021/Pn.Tbt in the form of legal and
Brations.
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